BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : &* 29 /KC{’ 246- BPPSDp«/g,o;,{

TENTANG

PENGANGKATAN PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA
KESEHATAN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA

Menimbang

Mengingat

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa dalam rangka pengisian jabatan pada Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan
Masyarakat, perlu mengangkat Kepala Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (6)
Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Kepala
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan
Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga
kesehatan dengan diberikan tugas tambahan;

bahwa pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis
Daerah  (UPTD) Pusat  Kesehatan  Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan
keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2016 Nomor 114, TLNRI
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor I1 Tahun
20i7 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
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Memperhatikan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi,
Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium
Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog
Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan,
Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi,
Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam
Medis dan Teknisi Elektromedis;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan
Pusat Kesehatan Masyarakat;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor
9);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun 2016
tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 125);

Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
(Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018
Nomor 77);

Surat Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 24545/R-AK.02.03/SD/F.I1/2026
Tanggal 11 Mei 2026, Perihal Rekomendasi
Pengangkatan Kepala Puskesmas di Kabupaten
Purwakarta.

Surat Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 24689/R-AK.02.03/SD/F.I1/2026
Tanggal 12 Mei 2026, Perihal Rekomendasi Mutasi
Kepala Puskesmas di Kabupaten Purwakarta.
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal penugasan, mengangkat Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam kolom 2 untuk
melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD.
Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam
kolom 7 Lampiran keputusan ini, selanjutnya
memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
tersebut pada kolom 2 pada penugasan lama sebagaimana
tersebut dalam kolom 6.

Kepada Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan
tunjangan fungsional tenaga kesehatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diperbaiki atau diubah kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PARAF PEMRAKARSA Ditetapkan di Purwakarta

DENI SHONJAYA, S.E.

KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN SDM

CIKA SISKAWATI, S.T.,
M.Tr.A.P.

SEKRETARIS BKPSDM

MOCHAMAD ARIF
BUDIMAN, S.P., M.M.

Pit. KEPALA BKPSDM

PARAF KOORDINASI

H. DICKY DARMAWAN,
S.H., M.Hum., CGRE.

Pit. KEPALA BAGIAN
HUKUM

g NI

MOCHAMAD ARIF
BUDIMAN, S.P.,, M.M.

ASISTEN SEKDA BIDANG
ADMINISTRASI UMUM

/

Ir. SRI JAYA MIDAN,
M.P.

SEKRETARIS DAERAH

'—MN\

pada tanggal 9 Jué

BUPATI PURWAKARTA,

~
SAEPUL BAHRI BINZEIN
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